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Dasar Hukum

Penjelasan singkat Dasar Hukum 
yang digunakan

Konsolidasi

Pelaksanaan Strategi Pengadaan untuk
Standarisasi Jasa Kebersihan dengan

Tipologi menggunakan Interpretasi dan 
Penalaran Perpres 16/2018

Mekanisme Kontrak

Kontrak Payung, Kontrak/Perjanjian
Pengguna Jasa, Proses Bisnis, dan 

Pengendalian Kontrak
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a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

• Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

• Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup

d. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta PerLKPP pelaksanaannya)

e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

f. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor  7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

g. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kutai Barat

h. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 21 tahun 2017 tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kutai Barat

Dasar Hukum

Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 900/3787/PBJ-TU.P/XI/2020 Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 

Tentang Penunjukan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Pejabat Daerah Untuk Menandatangani

Kontrak Payung Bersyarat Dengan Penyedia dan Penunjukan Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator Kontrak Payung Bersyarat;



Dasar
Hukum Pengadaan

P e r a t u r a n P r e s i d e n N o m o r  1 6  t a h u n 2 0 1 8
T e n t a n g P e n g a d a a n B a r a n g /  J a s a  P e m e r i n t a h

SUBTITLE HERE

3

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau
jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi

khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di 

dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan

Pasal 1 angka 32
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah

strategi PengadaanBarang/Jasa yang 
menggabungkan beberapa paket Pengadaan

Barang/Jasa sejenis.

Pasal 1 angka 51

Konsolidasi

(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan,
persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan
Penyedia.

(2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau
UKPBJ.

Pasal 21

Jenis
Kontrak

Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas e.Kontrak

Payung

Pasal 27 ayat (1) huruf e

Kontrak Payung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c 
dapat berupa kontrakharga satuan dalam
periode waktu tertentu untuk barang/jasa

yang belum dapat ditentukan volume 
dan/atau waktu pengirimannya pada saat

Kontrak ditandatangani

Pasal 27 ayat (7) 

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas d. Tender 

Cepat;

Pasal 38 ayat (1) huruf d

Tender
Cepat

Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d dilaksanakan dalam hal:
a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah

dapat ditentukan secara rinci; dan
b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam

Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
.

Pasal 38 ayat (6)

Jasa Lainnya
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STRATEGI?????
stra.te.gi /stratègi/

1.n ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan

tertentu dalam perang dan damai

2.n ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang 

menguntungkan: sebagai komandan ia memang menguasai betul -- seorang perwira di medan perang

3.n rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus

4.n tempat yang baik menurut siasat perang

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/STRATEGI



M e n g e n d a l i k a n d a n  m e n g e l o l a p e r f o r m a ,  
p e r s e p s i ,  d a n  t i n g k a t k e p u a s a n d e n g a n
S e r v i c e  L e v e l  A g r e e m e n t / P e r j a n j i a n t i n g k a t
L a y a n a n

-5 
(buruk)

Jasa?????

• Ngerumpi PeBeJe #29 Video Mengelola Persepsi dan Kepuasan dalam Pengadaan Jasa
Pemerintah

• Ngerumpi PeBeJe #27 Video Penjelasan tentang “GAP/KESENJANGAN” Dalam Persepsi Tingkat
Layanan pada Penyusunan Spesifikasi Teknis (Jasa Lainnnya)/Kerangka Acuan Kerja (Jasa
Konsultansi)

Kesenjangan Masalah Penyebab

Antara harapan pengguna
dan pengelolaan persepsi
dari Vendor

Jasa yang diberikan tidak
memenuhi kebutuhan
pengguna

Kurang riset pasar, 
komunikasi kurang baik

Antara Persepsi Manajemen
dan Vendor dengan
Spesifikasi

Spesifikasi yang di buat tidak
memiliki persepsi yang sama 
dari pengguna akhir

Batasan sumber daya (salah 
satunya anggaran), 
rancangan spesifikasi yang 
tidak memadai

Antara Spesifikasi Kualitas
Jasa dan Bagaimana Jasa 
dilaksanakan

Spesifikasi memenuhi
harapan, namun proses 
pelaksanaannya tidak
konsisten alias labil

Performa spesifikasi tidak
terstandar, persepsi
pengguna akhir tidak
seragam

Antara jasa yang diharapkan
dan jasa yang di persepsikan

Penilaian Pelanggan
berkaitan dengan tinggi atau
rendahnya kualitas
berdasarkan harapan yang di 
komparasi dengan jasa

Fungsi pengendalian, 
kesenjangan antara jasa
yang diharapkan dan jasa
yang di persepsikan.

0 
(cukup)

+5 
(memuaskan)

Area toleransi
jasa dapat
diterima

Area toleransi
jasa

sukar/tidakdap
at diterima

Area toleransi jasa
melebihi dari apa

yang dapat diterima

Penyedia A

Penyedia B

https://christiangamas.net/ngerumpi-pebeje-27-video-penjelasan-tentang-gap-kesenjangan-dalam-persepsi-tingkat-layanan-pada-penyusunan-spesifikasi-teknis-jasa-lainnnya-kerangka-acuan-kerja-jasa-konsultansi/
https://christiangamas.net/ngerumpi-pebeje-27-video-penjelasan-tentang-gap-kesenjangan-dalam-persepsi-tingkat-layanan-pada-penyusunan-spesifikasi-teknis-jasa-lainnnya-kerangka-acuan-kerja-jasa-konsultansi/


Priotarisasi dalam Value For Money??????????

Ketepatan Aspek
(Pasal 4 huruf a)

Bottleneck dan Critical
Sasaran : Amankan pasokan dan 

reduksi risiko selain risiko

pasokan

Routine and Leverage
Sasaran : Kurangi harga/biaya

dengan mengenali dan 

mengendalikan pasar (bukan

dikenalikan pasar), mencari

kemungkinan baru pasokan, dsb

Kualitas Sekunder Sekunder

Jumlah Sekunder Sekunder

Waktu Kebutuhan Utama Sekunder

Biaya Sekunder, bahkan

prioritas akhir

Kebutuhan Utama

Lokasi Sekunder Sekunder

Penyedia Sekunder Sekunder

Sumber : Excellence in Public Sector Procurement by 

Stuart Emmett , Paul Wright (diselaraskan)

https://www.amazon.com/Stuart-Emmett/e/B001H6MOMS/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Paul-Wright/e/B006Z83B52/ref=dp_byline_cont_ebooks_2


Sisi lain

Bagaimana Penyedia Memandang Organisasi anda?

Sumber : Excellence in Public Sector Procurement by 

Stuart Emmett , Paul Wright (diselaraskan)

Persepsi Kekuatan Vendor

https://www.amazon.com/Stuart-Emmett/e/B001H6MOMS/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Paul-Wright/e/B006Z83B52/ref=dp_byline_cont_ebooks_2


Sisi lain

Bagaimana Penyedia Memandang Organisasi anda?

Sumber : Excellence in Public Sector Procurement by 

Stuart Emmett , Paul Wright (diselaraskan)

Persepsi Kekuatan Vendor

•Jumlah Vendor terbatas; 

•Biaya transaksi relatif; 

•Kualifikasi dan Kinerja Penyedia?

•Vendor Baik dalam menawarkan transaksi

dapat berkata “ambil atau tidak sama sekali!”

pelaku usaha memandang paket pengadaan dan 

pembeli tidak penting, perhatiannya sangat

minimalis, dan tidak peduli bila tidak memperoleh

kontrak dan sama sekali tidak memandang paket

tersebut penting

https://www.amazon.com/Stuart-Emmett/e/B001H6MOMS/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Paul-Wright/e/B006Z83B52/ref=dp_byline_cont_ebooks_2


Sisi lain

Bagaimana Penyedia Memandang Organisasi anda?

Sumber : Excellence in Public 

Sector Procurement by Stuart 

Emmett , Paul Wright

(diselaraskan)

Persepsi Kekuatan Vendor

•Jumlah Vendor terbatas; 

•Excess Demand (pembeli banyak)

•Pembeli ketergantungan/sulit beralih dari penjual; 

•Sedikit sekali sumber pasokan; 

•Biaya transaksi tinggi; 

•Penjual dapat memaksakan kepentingannya pada pembeli

•Dampak : Menjaga harga tetap tinggi, dan bersedia menerima risiko rugi dalam

memperlakukan pelanggan karena adanya potensi profit tinggi walaupun paket

tersebut tidak menarik

https://www.amazon.com/Stuart-Emmett/e/B001H6MOMS/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Paul-Wright/e/B006Z83B52/ref=dp_byline_cont_ebooks_2


Sisi lain

Bagaimana Penyedia Memandang Organisasi anda?

Sumber : Excellence in Public Sector Procurement by 

Stuart Emmett , Paul Wright (diselaraskan)

Persepsi Kekuatan Vendor

• karena bisnisnya sedang dikembangkan sangat perhatian dengan pelanggan

• kebanyakan berada pada sektor ritel / pengecer;

• Pembeli lebih dominan karena membeli sebagian besar hasil produksi dari penjual

• Pembeli mudah beralih ke penjual lain

• Terdapat banyak sumber pasokan

• Biaya transaksi rendah;

• pembeli dalam menawarkan transaksi dapat berkata “ambil atau tidak sama sekali!”

https://www.amazon.com/Stuart-Emmett/e/B001H6MOMS/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Paul-Wright/e/B006Z83B52/ref=dp_byline_cont_ebooks_2


Sisi lain

Bagaimana Penyedia Memandang Organisasi anda?

Sumber : Excellence in Public Sector Procurement by 

Stuart Emmett , Paul Wright (diselaraskan)

Persepsi Kekuatan Vendor

•Pembeli maupun Vendor dapat dikatakan sejajar

•Penyedia dalam posisi ini memandang paket kita sebagai hal

yang penting dan menjadi kunci kesuksesan, sehingga mereka

cenderung memberikan perhatian maksimum dan memberikan

pasokan lebih untuk memenuhi kebutuhan, disisi lain Pembeli

pun memandang Penyedia yang baik sebagai prioritas. 

https://www.amazon.com/Stuart-Emmett/e/B001H6MOMS/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Paul-Wright/e/B006Z83B52/ref=dp_byline_cont_ebooks_2


Titik Temu?

Optimalisasi dan Reduksi Persepsi

Sumber : Excellence in Public Sector Procurement by 

Stuart Emmett , Paul Wright (diselaraskan)

WIN-WIN SOLUTION

PENGADAAN TEROPTIMASI 

(Optimized Procurement)

https://www.amazon.com/Stuart-Emmett/e/B001H6MOMS/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Paul-Wright/e/B006Z83B52/ref=dp_byline_cont_ebooks_2




WIN-WIN SOLUTION

PENGADAAN TEROPTIMASI 

(Optimized Procurement)

Penyedia Posisi

Kuadran

Kraljic

Strategi 

Pengadaan

Pembeli

(Pemerintah)

Perilaku Penyedia yang sesuai Posisi Pemasok dalam Pasar Hal yang disukai Metode Evaluasi

Responsif

(Respond)

Barang/Jasa 

berstatus

“Leverage”

Mengidentifikas

i dan 

memanfaatkan

pasar

Secara rasional apabila penawaran

masih masuk akal, bersedia

mengurangi harga/biaya

Merespon pekerjaan dalam jangka

pendek maupun Panjang

Kepastian Tender /Tender Cepat: Harga 

Terendah

Seleksi :

Biaya terendah

Dapat diandalkan

(Reliable)

Barang/Jasa 

berstatus

“Routine”

Melakukan

persiapan

pengadaan

yang terkelola

dengan baik

dan memiliki

kejelasan

dalam

pelaksanaan

Penyedia merasa cocok dengan

ketentuan pengadaan

Merespon pekerjaan jangka

pendek, namun diikuti dengan

stabilitas

Kestabilan Tender :

• Penilaian Biaya Selama Umur

Ekonomis

• Harga Terendah

Seleksi :

• Pagu Anggaran

• Biaya terendah

Inovatif

(Innovative)

Barang/Jasa 

berstatus

“Bottleneck”

Berorientasi

untuk

mengamankan

pasokan dan 

mencoba

mendorong

adanya potensi

/ alternatif lain

Dalam kondisi pasar yang 

monopoli biasanya pasif,

Tapi dalam kondisi sebagai 

“startup” berusaha Proaktif dengan

inovasi

Biasanya cenderung berusaha

menjadi Market Leader bahkan

cenderung monopoli

High Risk High Return dengan

adanya emphasis pada R & D

Tender :

• Sistem Nilai

Seleksi :

• Kualitas dan Biaya

• Kualitas

Saling Pengertian

(Empathetic)

Barang / Jasa 

Berstatus

“Critical”

Menekankan

sejak semula

bahwa dalam

jangka Panjang 

Kerjasama 

secara

kolaboratif

menjadi

prioritas

Proaktif dan cenderung Solutif Merespon Pekerjaan jangka

menengah hingga jangka Panjang / 

tahun jamak

Kejelasan Kontraktual untuk

menghadapi ketidakpastian, diikuti

dengan kinerja jangka panjang

Tender :

• Sistem Nilai

• Penilaian Biaya Selama Umur

Ekonomis

Seleksi :

• Kualitas dan Biaya

• Kualitas



PROSES KONSOLIDASI + JENIS 

KONTRAK PAYUNG (2021-2022)





Menimbulkan minat bagi Perangkat Daerah lain untuk menggunakan
proses Pelaksanaan Jasa Kebersihan dengan Cara Penyedia yang 
memiliki standar yang sama dengan Setdakab 2020 silam dan rapat
Bersama PA/PPK/PPTK Pengguna dengan total 10 Paket

Konsolidasi Pengadaan 2020

berbobot 25% dari Pedoman Pelaporan dan Pengisian Dokumen
Kelengkapan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun
2020 tanggal 1 April 2020 dari Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK RI 
Nomor B/1673/KSP.00/10-16/04/2020

RAN PPK KPK

Selain meningkatkan kekuatan dan daya Kelembagaan (Pasal 75) 
UKPBJ sebagai Lembaga Pusat Keunggulan PBJ Kab. Kutai Barat 
yang SKOPPer, juga menjadi portfolio bagi PPK Konsolidator

Peluang Portfolio SKJ Level 4

Penyamaan Persepsi



Konsolidasi Jasa Kebersihan Skema 
Kontrak Payung 2021-2022

Pasal 27 ayat (1) huruf e jo. Pasal 27 ayat (7) Perpres 

16/2018

Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat

berupa kontrak harga satuan dalam periode

waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum

dapat ditentukan volume dan/atau waktu

pengirimannya pada saat Kontrak

ditandatangani.



Konsolidasi Jasa Kebersihan Skema 
Kontrak Payung 2021-2022

10PAKET

1.General Cleaning Kantor Sekretariat 

Daerah Kab. Kutai Barat (Kantor Bupati)

2.General Cleaning Gedung Balai Agung 

Aji Tulur Jejangkat

3.Gardening Sekretariat Daerah (Kantor 

Bupati) dan Balai Agung Aji Tulur

Jejangkat

4.Rumah Dinas Kepala Daerah

5.Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah

6.Rumah Dinas Sekretaris Daerah

7.Bagian Rabat dan Selasar RSUD HIS

8.Kantor Badan Pendapatan Daerah

9.Alun-Alun Kabupaten ITHO

10.Gedung PKK Pusat



Konsolidasi Jasa Kebersihan Skema 
Kontrak Payung 2021-2022

10PAKET

1.General Cleaning Kantor Sekretariat 

Daerah Kab. Kutai Barat (Kantor Bupati)

2.General Cleaning Gedung Balai Agung 

Aji Tulur Jejangkat

3.Gardening Sekretariat Daerah (Kantor 

Bupati) dan Balai Agung Aji Tulur

Jejangkat

4.Rumah Dinas Kepala Daerah

5.Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah

6.Rumah Dinas Sekretaris Daerah

7.Bagian Rabat dan Selasar RSUD HIS

8.Kantor Badan Pendapatan Daerah

9.Alun-Alun Kabupaten ITHO

10.Gedung PKK Pusat

MENJADI “SAMPLING”

sekaligus Potensi Minimal Order

yang dapat bertambah selama

2021-2022



Reviu Persiapan Pemilihan Penyedia

Standarisasi

seluruh Pengadaan

dengan menjadikan

beberapa Tipe :

1. Tipe A

2. Tipe B

3. Tipe C

4. Tipe D

5. Tipe E

6. Tipe F

Spesifikasi

Mengakomodir

keseluruhan

ketentuan UU Cipta

Kerja dan Pasal 68 

Perpres 16 2018

Harga Satuan tiap

tipe dengan kriteria

menjadi skema

pemesanan

lanjutan selama

APBD 2021-2022

HPS

Memanfaatkan SiKAP

Pencarian Pelaku

Usaha, Membuka 

seluas-luasnya

dengan KBLI yang 

memang logis

digunakan dalam Jasa 

Kebersihan dan 

memperhatikan

Ketentuan dalam

PerLKPP 9/2018

Analisis Pasar

Sekretaris Daerah 

menunjuk Pejabat

Penandatangan Kontrak

Payung Daerah dengan

PPK Konsolidator

Pengendalian Kontrak

dilakukan dengan 2 (dua) 

level, Level Konsolidator

dan Level Pengguna Jasa, 

Jaminan Pelaksanaan

diikat berdasarkan Potensi

Belanja mempercepat

proses ordering

Konsolidasi

Konsolidasi

menghasilkan

Paket dengan Pagu

Non-Kecil 

Rp 

3.441.000.000,00

Total HPS sebesar :

Rp 

3.431.795.148,10

Tender Cepat diikuti

5 Peserta, dengan

3 Peserta

melakukan total 17 

kali Reverse 

Auction

Tender Cepat



Sosial

Lingkungan
Hidup

Ekonomi

Spesifikasi
Terstandar

dan 
Sustainable

Pasal 1 angka 3 UU32/2009 jo. Pasal 22 UU 11/2020 : Pembangunan berkelanjutan adalah

upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke

dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Anggaran Berwawasan Lingkungan Hidup

Pasal 68

• (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan;

• (2)Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• a.aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;

• b.aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan

komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan

• c.aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara,

kualitas tanah, kualitas air, danmenggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

• (3)Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh:

• a.PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;

• b.PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAKdan rancangan kontrak dalam Pengadaan

Barang/Jasa;dan

• c.Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan.

Pengadaan Berkelanjutan

10 (sepuluh) lokasi yang ada dijadikan patokan standarisasi dengan total  105 (seratus lima) 

halaman, dengan detil spesifikasi dan volume perkiraannya dimungkinkan distandarisasi secara

rinci maka proses Pemilihan Penyedia menggunakan TENDER CEPAT 

Membagi Spesifikasi dan HPS sebagai hasil Sampling

Standarisasi Spesifikasi
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Standarisasi Spesifikasi dan HPS

Tipe A
Gedung Perkantoran Bersifat Kesekretariatan, memiliki ruang aula rapat besar,

tingkat kepadatan kunjungan tamu relatif tinggi, kebutuhan pelayanan prima,

bersih, nyaman, dan tepat;atau Luas Wilayah Gedung dan Taman diatas 10.000

m2, atau Penggunaan Tenaga Kerja adalah minimal 11 (sebelas) orang, meliputi

:

• Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat

• Sekretariat DPRD Kab. Kutai Barat

Tipe B
Gedung Perkantoran Dinas/Badan, berfungsi untuk melaksanakan

pelayanan urusan Pemerintah Daerah, kepadatan kunjungan tamu

relatif tinggi, kebutuhan kebutuhan pelayanan prima, bersih, 

nyaman, dan tepat;atau Luas Wilayah Gedung dan Taman antara

3.000 m2 hingga 10.000 m2, atau Penggunaan Tenaga Kerja adalah 

minimal 6 (enam) orang, meliputi :

• 21 (dua puluh satu) Dinas 

• 6 (enam) Badan.

Tipe C
Pelayanan pada Gedung Fasilitas Kesehatan, namun sebatas pada ruang umum berupa

selasar, rabat, dan/atau taman (bukan ruang penanganan medis yang memiliki standar

akreditasi kesehatan tertentu);Pelayanan dilaksanakan dalam 24 jam perhari dan tanpa hari

libur; dan/atau kepadatan kunjungan tamu sangat tinggi, kebutuhan pelayanan prima, bersih, 

nyaman, dan tepat, atau Penggunaan Tenaga Kerja adalah minimal 11 (sebelas) orang untuk 

RSUD, meliputi :

• RSUD Harapan Insan Sendawar

• Rumah Sakit Pratama Kab. Kutai Barat

• Seluruh Puskesmas di Kab. Kutai Barat

Tipe D
Gedung Perkantoran/Bangunan Pemerintah Lainnya, berfungsi untuk melaksanakan pelayanan

urusan Pemerintah Daerah, domisili jabatan, atau Kantor dan/atau Rumah Dinas Kepala

Wilayah Kecamatan; kepadatan kunjungan tamu relatif sedang, kebutuhan kebutuhan

pelayanan prima, bersih, nyaman, dan tepat; Luasan lahan di dominasi dengan luas bangunan

yang relatif lebih kecil dibandingkan taman;atau Luas Wilayah Gedung dan Taman antara 1.000 

m2 hingga 7.500 m2, atau Penggunaan Tenaga Kerja adalah minimal 2 (dua) orang., meliputi :

• Rumah Dinas Pejabat :

• Bupati Kutai Barat

• Wakil Bupati Kutai Barat

• Ketua DPRD Kab. Kutai Barat

• Sekretaris Daerah Kutai Barat

• Seluruh Kantor Kecamatan di Kab. Kutai Barat



Standarisasi Spesifikasi dan HPS (2)

Tipe E
Gedung Pertemuan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan oleh 

Pengguna/Tenant dari Masyarakat dan/atau Pemerintah untuk

berbagai acara pertemuan;atau Kepadatan kunjungan sangat tinggi

namun dengan frekuensi waktu tertentu atau Penggunaan Tenaga 

Kerja adalah minimal 5 (lima) orang, meliputi :

• Balai Pertemuan Umum Tanaa Purai Ngeriman

• Gedung PKK Pusat Kab. Kutai Barat

Tipe F
Bangunan Pemerintah yang di dominasi dengan luas halaman yang 

lebih besar ketimbang bangunan utama;atau Kepadatan kunjungan

sangat tinggi namun dengan frekuensi waktu tertentu; atau

Penggunaan Tenaga Kerja adalah minimal 5 (lima) orang, meliputi :

• Alun-Alun ITHO

• Gelanggang Olahraga Desnan

• Taman Bung Karno

• Taman Budaya Sendawar

HPS Tipe A
1. Biaya tenaga Kerja dengan Upah Luncuran/Sundulan (based on rata-rata 3 tahun

sehingga tidak perlu perubahan kontrak) dan BPJS sesuai regulasi;

2. Management Fee, Operasional,  Bahan Habis Pakai, Peralatan Kerja, Seragam

Tenaga Kerja, dan Lain-Lain (10% dari poin A.1)

3. Overhead Cost (5% dari total Poin A.1 dan Poin A.2)

4. Keuntungan yang wajar adalah 5% dari Jumlah poin A.1 saja (keuntungan dari

mengelola tenaga kerja, untuk management fee dll yang ada dalam poin A.2 tidak

dianggap masuk dalam perhitungan keuntungan)

5. Rentang rasio diatas karena lingkup pekerjaan nya hanya 2 bangunan

HPS Tipe B
1. Biaya tenaga Kerja dengan Upah Luncuran/Sundulan (based on 

rata-rata 3 tahun sehingga tidak perlu perubahan kontrak) dan 

BPJS sesuai regulasi;

2. Management Fee, Operasional,  Bahan Habis Pakai, Peralatan

Kerja, Seragam Tenaga Kerja, dan Lain-Lain (12.5% dari poin B.1)

3. Overhead Cost (5% dari total Poin B.1 dan Poin B.2)

4. Keuntungan yang wajar adalah 10% dari Jumlah poin B.1 saja

(keuntungan dari mengelola tenaga kerja, untuk management 

fee dll yang ada dalam poin B.2 tidak dianggap masuk dalam

perhitungan keuntungan)

5. Rentang rasio diatas karena potensi 27 bangunan



Standarisasi Spesifikasi dan HPS (2)

HPS Tipe C
1. Biaya tenaga Kerja dengan Upah Luncuran/Sundulan (based on rata-rata 

3 tahun sehingga tidak perlu perubahan kontrak) dan BPJS sesuai regulasi;

2. Management Fee, Operasional,  Bahan Habis Pakai, Peralatan Kerja, 

Seragam Tenaga Kerja, dan Lain-Lain (10% dari poin C.1)

3. Overhead Cost (5% dari total Poin C.1 dan Poin C.2)

4. Keuntungan yang wajar adalah 10% dari Jumlah poin C.1 saja

(keuntungan dari mengelola tenaga kerja, untuk management fee dll

yang ada dalam poin C.2 tidak dianggap masuk dalam perhitungan

keuntungan)

5. Rentang rasio diatas karena lingkup pekerjaan nya hanya bagian

pekerjaan tanpa akreditasi kesehatan dan memiliki kemungkinan lembur

HPS Tipe D
1. Biaya tenaga Kerja dengan Upah Luncuran/Sundulan (based on rata-rata 3 

tahun sehingga tidak perlu perubahan kontrak) dan BPJS sesuai regulasi;

2. Management Fee, Operasional,  Bahan Habis Pakai, Peralatan Kerja, 

Seragam Tenaga Kerja, dan Lain-Lain (10% dari poin D.1)

3. Overhead Cost (5% dari total Poin D.1 dan Poin D.2)

4. Keuntungan yang wajar adalah 5% dari Jumlah poin D.1 saja (keuntungan

dari mengelola tenaga kerja, untuk management fee dll yang ada dalam

poin D.2 tidak dianggap masuk dalam perhitungan keuntungan)

5. Rentang rasio diatas karena lingkup pekerjaan nya lingkup yang lebih kecil

HPS Tipe E
1. Biaya tenaga Kerja dengan Upah Luncuran/Sundulan (based on rata-rata 3 tahun

sehingga tidak perlu perubahan kontrak) dan BPJS sesuai regulasi;

2. Management Fee, Operasional,  Bahan Habis Pakai, Peralatan Kerja, Seragam

Tenaga Kerja, dan Lain-Lain (4% dari poin E.1)

3. Overhead Cost (3% dari total Poin E.1 dan Poin E.2)

4. Keuntungan yang wajar adalah 4% dari Jumlah poin E.1 saja (keuntungan dari

mengelola tenaga kerja, untuk management fee dll yang ada dalam poin E.2 tidak

dianggap masuk dalam perhitungan keuntungan)

5. Rentang rasio diatas karena lingkup pekerjaan nya lebih berupa perawatan dan 

kemungkinan kepadatan kegiatan yang lebih kecil

HPS Tipe F
1. Biaya tenaga Kerja dengan Upah Luncuran/Sundulan (based on rata-rata 3 tahun

sehingga tidak perlu perubahan kontrak) dan BPJS sesuai regulasi;

2. Management Fee, Operasional,  Bahan Habis Pakai, Peralatan Kerja, Seragam

Tenaga Kerja, dan Lain-Lain (12.5% dari poin F.1)

3. Overhead Cost (3% dari total Poin F.1 dan Poin F.2)

4. Keuntungan yang wajar adalah 4% dari Jumlah poin F.1 saja (keuntungan dari

mengelola tenaga kerja, untuk management fee dll yang ada dalam poin F.2 tidak

dianggap masuk dalam perhitungan keuntungan)

5. Rentang rasio diatas karena lingkup pekerjaan nya lebih berupa perawatan dan 

kemungkinan kepadatan kegiatan yang lebih kecil



Karena itu Standar Tingkat Layanan menjadi krusial dan kritis dalam Pengadaan Jasa!

• Memudahkan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan

• Memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan

• Menstandarisasi jasa dan hasil yang diberikan dalam kebersihan, kenyamanan, dan keindahan gedung kantor sebagai satu kesatuan terintegrasi

• Memudahkan pengelolaan SDM yang melakukan layanan jasa tersebut.

• Mampu menyediakan layanan pengolahan data berupa kuisioner dan/atau jalur/kanal pengaduan berkaitan dengan kepuasan pelanggan bagi pengguna jasa, dalam hal ini Pemerintah

Kab. Kutai Barat yang menggunakan jasa secara periodikal.

STANDAR UMUM DAN SPESIKASI TINGKAT LAYANAN

Ngerumpi PeBeJe #27 Video Penjelasan tentang “GAP/KESENJANGAN” Dalam Persepsi Tingkat Layanan pada Penyusunan Spesifikasi Teknis (Jasa Lainnnya)/Kerangka Acuan Kerja (Jasa Konsultansi)

Pengguna Jasa

Tingkat Layanan yang 
diharapkan

Persepsi Tingkat 
Layanan

Selisih
Kualitas
Tingkat 

Layanan Jasa

Kelaziman
Pasar????

Pemahaman Penyedia
Harapan Kebutuhan

Organisasi (Identifikasi
Kebutuhan)

Selisih Standar
Penyedia

Tingkat Layanan Jasa Standar
Kebutuhan Organisasi

Standar Kebutuhan Organisasi

Selisih
Performa

Selisih paham
pengguna

akhir dengan
Pelaku PBJ

Pemahaman Vendor
Dengan

Pengguna Jasa

Persepsi Vendor vs 
Spesifikasi yang disusun

Pelaku PBJ 

Kualitas jasa harapan
pengguna jasa antara
Spesifikasi vs realisasi

Harapan pengguna vs 
Sisi Manajemen Vendor

Harapan vs Persepsi

Komunikasi vendor dan 
pelaksanaan jasa
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• Penyedia dalam aktifitas manajemen memberikan dan memastikan pelayanan sesuai dengan tingkat layanan yang 

dipersyaratkan;

• Memastikan terlaksananya Standar Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh pelaksana dari pihak Manajemen

Penyedia yang memiliki sertifikasi keahlian di bidang Standar Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja (SMK3).

• Melaksanakan tata kelola Manajemen yang baik berdasarkan standar Manajemen Mutu berdasarkan akreditasi ISO 

9001:2015 Quality Management System yang telah dimiliki.

• Aktifitas Manajemen termasuk hingga lingkup penjaminan mutu dari tingkat layanan;

• Memastikan dan memberikan laporan berkala untuk kehadiran personil;

• Dalam hal personil memerlukan penggantian maka wajib dilaksanakan dengan segera dan tidak boleh mengurangi tingkat

layanan yang ada;

• Menggunakan sebisa mungkin sebanyak-banyaknya tenaga kerja dari Kabupaten Kutai Barat untuk mendayagunakan

ketenagakerjaan dan kebaikan perekonomian daerah Kab. Kutai Barat, sebagai bentuk pelaksanaan salah satu aspek

Pengadaan Berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dan diatur dalam pasal 4 huruf h dan pasal 5 huruf i, dan Pasal 68

AKTIFITAS MANAJEMEN



• Proses Rekrutmen untuk Tenaga Kerja dari Kabupaten Kutai Barat dapat dilaksanakan seleksi dan pengujian dengan

menggunakan standar kriteria yang dimiliki Penyedia sepenuhnya;

• Aktifitas manajemen termasuk dalam biaya perekrutan dan/atau termasuk membayar tenaga kerja Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT)/Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan/atau termasuk Perjanjian Kerja Harian Lepas yang 

sewaktu-waktu dan/atau berdasarkan pertimbangan manajemen apabila diperlukan penambahan dari kebutuhan

Pengguna Jasa Tenaga Kerja berdasarkan Kontrak/Perjanjian antara Penyedia dan Pengguna Jasa dengan ketentuan

pengupahan yang tetap mengacu pada bagian (n) Kontrak Payung ini.

• Memastikan logistik bahan habis pakai, perlengkapan, dan bahan kimia selalu tersedia dan menghasilkan kualitas keluaran

kerja terbaik, dengan cara menyediakan peralatan sesuai standar kebersihan dan chemical yang ramah lingkungan

• Pembayaran Penyedia dari Pengguna Jasa menyajikan laporan yang menunjukan prestasi kerja secara terukur sesuai dengan

periode pembayaran yang menunjukan tingkat keluhan minimal dan tercapainya tingkat layanan yang dibutuhkan dalam

spesifikasi teknis ini, yaitu dengan menyampaikan :

• Membuat Laporan Bulanan terkait jasa kebersihan umum (cleaning services) dan pertamanan (gardening)

• Membuat laporan Bulanan/Monthly Report atas aktifitas dan kegiatan tenaga kerja yang dipekerjakan

AKTIFITAS MANAJEMEN (2)



• Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kebersihan umum (general cleaning) dalam hal jasa kebersihan (cleaning services) dan 

pertamanan (gardening)

• Mengadakan pelatihan yang bersifat substansial dan teknis kepada petugas kebersihan pramubakti dan tukang kebun dalam

waktu sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 minggu, khususnya perihal penggunaan alat kerja, chemical, kedisiplinan, metode

kerja, serta ruang lingkup pekerjaan secara periodikal yang dilaporkan oleh supervisor dan pimpinan perusahaan yang dapat

dilakukan dengan pelaksana dari pihak Manajemen Penyedia yang memiliki sertifikasi keahlian di bidang kebersihan..

• Pengguna Jasa menerima tingkat layanan sebagaimana telah diuraikan diatas dengan tingkat keluhan minimal yang dapat

diukur dan dilaporkan secara berkala dalam proses pembayaran periodikal yang memberikan informasi yang mencerminkan

penilaian kepuasan pengguna akhir (end user) dalam bentuk terstandar dan dilaksanakan secara elektronik;

• Menyajikan keseluruhan informasi tersebut dalam laporan bulanan yang digunakan untuk proses pembayaran atas transaksi

dari Kontrak Payung Bersyarat ini.

• Seluruh biaya yang timbul dalam rangka tingkat layanan yang telah disebutkan diatas telah termasuk dalam penawaran

sebagai prestasi atas biaya jasa manajemen (management fee) dalam melakukan pengelolaan tenaga kerja untuk

menghasilkan keluaran tingkat layanan yang sepenuhnya menjadi tanggung-jawab penyedia.

AKTIFITAS MANAJEMEN (3)



• Supervisor/pihak manajemen minimal melakukan kunjungan pada periode 1 bulan 1 kali secara daring/tatap muka.

• Bertanggung-Jawab Mutlak sepenuhnya untuk membayarkan upah dan program asuransi tenaga kerja setara BPJS 

Kesehatan yang meliputi jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, 

jaminan pensiun, dan lain-lain sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

• Bertanggung jawab, memberikan hukuman/ penalti terhadap tingkah laku/ perbuatan setiap pegawai tenaga kebersihan

yang merugikan seperti melakukan tindak pidana, Ketentuan dan Larangan dalam standar prosedur, membawa personil

tidak beizin, membawa barang terlarang, melanggar ketertiban/ kesopanan, bermain judi, mabuk-mabukan, merokok saat

melaksanakan tugas dan perbuatan tercela lainnya.

• Penyedia wajib memastikan Tenaga Kerja yang berada dalam lingkup manajemen maupun operasional dapat bertindak

senantiasa sopan, ramah, dan mengenali lingkungan kerja serta dapat memberikan respon yang baik terhadap Aparatur

Sipil Negara, Tenaga Kerja Kontrak, dan/atau Tamu dari Gedung Pemerintah Kab. Kutai Barat yang menjadi cakupan area 

kerja sesuai dengan perikatan dalam Kontrak.

• Dalam hal kinerja apabila terdapat ketidakhadiran dari petugas kebersihan maka penyedia bertanggung-jawab untuk

menggantikan dengan personil agar bagian pekerjaan tersebut tidak mengalami kekosongan.

AKTIFITAS MANAJEMEN (4)



• Dalam hal terdapat produk yang rusak/pecah/tidak dapat berfungsi/timbul akibat kerugian materi sebab dari operasional

cleaning service yang salah maka penyedia bersedia menggantikan barang yang dirusak tersebut dengan menanggung biaya

reparasi, dan dalam hal hasil reparasi tidak mengembalikan fungsi seperti keadaan semula maka dilakukan penggantian unit 

baru atas barang yang rusak tersebut.

• Pelaku usaha sebagai penyedia wajib menerapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap program Kesehatan 

Keselamatan Kerja (K3) di bidang jasa kebersihan agar pengawas dan tenaga kerja dapat melaksanakan prosedur terkait

kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, khususnya dalam pelaksanaan kerjasama dengan kolega dan pengguna jasa

dalam hal memastikan keberlangsungan K3.

• Penyedia wajib memastikan bahwa petugas kerja yang ditugaskan di Pemerintah Kab. Kutai Barat dapat menjaga standar

keselamatan kerja, sehingga tenaga kerja yang ada dapat menangani situasi darurat.

• Pelaku usaha wajib memastikan telah tersedia prosedur penanganan apabila terdapat kebutuhan untuk menangani B3 di 

tempat kerja, baik dalam lingkup menangani sampah B3 maupun membersihkan tumpahan B3, dan mengelola limbah B3. 

Dalam hal penanganan B3 meliputi kemampuan untuk merencanakan pembersihan sampah B3, melakukan pelaksanaan

pembersihan sampah B3, dan Perawatan peralatan dan perlengkapan pembersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah B3.

AKTIFITAS MANAJEMEN (5)



• Penyedia wajib memastikan Tenaga Kerja yang berada dalam lingkup manajemen maupun operasional dapat bertindak

senantiasa sopan, ramah, dan mengenali lingkungan kerja serta dapat memberikan respon yang baik terhadap Aparatur Sipil 

Negara, Tenaga Kerja Kontrak, dan/atau Tamu dari Gedung Pemerintah Kab. Kutai Barat yang menjadi cakupan area kerja

sesuai dengan perikatan dalam Kontrak.

• Membayar Tenaga Kerja sesuai dengan Kontrak Payung huruf (n) sebagai tanggung-jawab mutlak Penyedia dalam

pembayaran upah maupun iuran yang penyetorannya menjadi kewajiban pada pihak BPJS. Dalam hal terdapat beban baru 

biaya yang mungkin muncul sebagai akibat dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari UU Cipta Kerja, maka biaya yang muncul

yang ditanggung oleh Penyedia dibebankan pada overhead cost dan tidak dapat merubah nilai kontrak payung bersyarat.

• Penyedia wajib menjalankan ketentuan Ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor

Ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan Daerah dan/atau dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya berkaitan

dengan kegiatan di Kab. Kutai Barat dalam kaitannya pada pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 

tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan dengan alamat

http://wajiblapor.kemnaker.go.id, dan Pasal 5 ayat (3) berkaitan dengan palporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun pada 

bulan Desember.

AKTIFITAS MANAJEMEN (6)



• Melaksanakan Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya dengan pembaharuan new normal sebagai dampak

pandemi Covid-19;

• Melaksanakan komunikasi dengan kolega dan pengguna jasa, dengan cara :

• bertindak senantiasa sopan;

• ramah;

• mengenali lingkungan kerja;

• memberikan respon yang baik terhadap : 

• Aparatur Sipil Negara;Tenaga Kerja Kontrak; dan/atau

• Tamu dari Gedung Pemerintah Kab. Kutai Barat yang menjadi cakupan area kerja sesuai dengan perikatan dalam

Kontrak yang mengacu pada Kontrak Payung ini.

• Melaksanakan pekerjaan dalam lingkungan yang berbeda secara sosial budaya

• Melaksanakan prinsip-prinsip dasar bekerja pada cleaning service;

• Menggunakan peralatan makinal;

• Menangani keluhan pelanggan;

• Memberikan informasi tentang lokasi kerja;

AKTIFITAS OPERASIONAL JASA KEBERSIHAN



• Menangani penemuan barang;

• Melaksanakan pengawasan;

• Melatih kelompok kerja;

• Mengorganisasi pekerjaan;

• Membersihkan area taman;

• Menangani Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Tempat Kerja;

• Membersihkan Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3

• Membersihkan Lantai;

• Membersihkan Dinding dalam Gedung;

• Membersihkan Langit-Langit;

• Membersihkan Kaca;

• Membersihkan Ruangan Toilet dan Fasilitasnya;

• Memoles Permukaan Lantai;

• Membersihkan Peralatan dan Perlengkapan Ruangan;

• Membersihkan Objek Umum Luar Bangunan;

AKTIFITAS OPERASIONAL JASA KEBERSIHAN (2)



• Membersihkan Objek Umum Luar Bangunan;

• Menangani Sampah Umum;

• Melakukan Perawatan Lantai dengan Metode Khusus;

• Menangani Keluhan Pelanggan;

• Melaksanakan Pelayanan di Tempat Kerja;

• Merapikan penampilan dan menyiapkan peralatan yang akan digunakan;

• Menyapu pada lokasi penempatan;

• Pengambilan sampah-sampah yang ada di tong sampah;

• Menyapu saluran air pada area-area pekerjaan;

• Menyapu puntung rokok/ sampah lepas pada area terbuka;

• Memotong rumput;

• Mengikis lumut yang muncul di trotoar, bangunan, lantai, dan sejenisnya di area taman/terbuka;

• Memotong/ merapikan tanaman hias;

• Penyiraman tanaman hias;

• Membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

AKTIFITAS OPERASIONAL JASA KEBERSIHAN (3)



• Mengumpulkan peralatan kerja, mencuci dan simpan di tempat yang aman serta merapikan kembali seperti sedia kala;

• Menangani penemuan barang;

• Membersihkan area taman;

• Melakukan pengendalian hama (pest control) di lingkungan Gedung Pemerintah Kab. Kutai Barat dalam pelaksanaannya 1 kali 

pengasapan dan penguapan dalam 1 bulan;

• Melakukan pemeliharaan dan perawatan landskap baik tanaman indoor maupun outdoor;

• Pengelolaan Sampah dengan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari tempat sampah sementara (TPS) Gedung 

Pemerintah Kab. Kutai Barat;

• Pembersihan ruangan kerja dilakukan sebelum jam kerja dimulai, dengan perawatan secukupnya selama jam kerja;

• Mampu melakukan koordinasi yang melekat, intensif, cepat, tanggap, dan responsif dalam kawasan Gedung Pemerintah Kab. 

Kutai Barat;

• Mampu melaksanakan dan menuangkan metode kerja untuk setiap jenis pekerjaan;

• Lain-lain yang berkaitan dengan jasa kebersihan sesuai dengan kondisi bangunan;

AKTIFITAS OPERASIONAL JASA KEBERSIHAN (4)



• Pengawasan Larangan sebagai berikut :

• melakukan tindak pidana;

• melanggar ketentuan dan larangan dalam standar prosedur;

• membawa personil tidak beizin;

• membawa barang terlarang;

• melanggar ketertiban/ kesopanan;

• bermain judi;

• mabuk-mabukan;

• merokok saat melaksanakan tugas; dan 

• perbuatan tercela lainnya.

AKTIFITAS OPERASIONAL JASA KEBERSIHAN (5)



Reviu Persiapan Pemilihan Penyedia

Standarisasi

seluruh Pengadaan

dengan menjadikan

beberapa Tipe :

1. Tipe A

2. Tipe B

3. Tipe C

4. Tipe D

5. Tipe E

6. Tipe F

Spesifikasi

Mengakomodir

keseluruhan

ketentuan UU Cipta

Kerja dan Pasal 68 

Perpres 16 2018

Harga Satuan tiap

tipe dengan kriteria

menjadi skema

pemesanan

lanjutan selama

APBD 2021-2022

HPS

Memanfaatkan SiKAP

Pencarian Pelaku

Usaha, Membuka 

seluas-luasnya

dengan KBLI yang 

memang logis

digunakan dalam Jasa 

Kebersihan dan 

memperhatikan

Ketentuan dalam

PerLKPP 9/2018

Analisis Pasar

Sekretaris Daerah 

menunjuk Pejabat

Penandatangan Kontrak

Payung Daerah dengan

PPK Konsolidator

Pengendalian Kontrak

dilakukan dengan 2 (dua) 

level, Level Konsolidator

dan Level Pengguna Jasa, 

Jaminan Pelaksanaan

diikat berdasarkan Potensi

Belanja mempercepat

proses ordering

Konsolidasi

Konsolidasi

menghasilkan

Paket dengan Pagu

Non-Kecil 

Rp 

3.441.000.000,00

Total HPS sebesar :

Rp 

3.431.795.148,10

Tender Cepat diikuti

5 Peserta, dengan

3 Peserta

melakukan total 17 

kali Reverse 

Auction

Tender Cepat

dan Hasilnya





Dasar Hukum

Penjelasan singkat Dasar Hukum 
yang digunakan

Konsolidasi

Pelaksanaan Strategi Pengadaan untuk
Standarisasi Jasa Kebersihan dengan

Tipologi menggunakan Interpretasi dan 
Penalaran Perpres 16/2018

Mekanisme Kontrak

Kontrak Payung, Kontrak/Perjanjian
Pengguna Jasa, Proses Bisnis, dan 

Pengendalian Kontrak

001 002 003



Mekanisme Kontrak
Value Creation → Benefit

Hasil
Tender Cepat dituangkan dalam Dokumen Kontrak, Harga

Satuan menjadi standar untuk Kontrak/Perjanjian

Turunan

Bentuk
Bentuk Kontrak mengacu pada Perpres 16/2018 dan

telah distandarisasikan dalam Kontrak Payung

Proses
Bisnis

Terpusat di UKPBJ, PPK Konsolidator memantau

berkala, PPK Pengguna Jasa mencatat SPSE Non-

Transaksional berdasarkan realisasi

Jaminan
Mutu

Jaminan di ikat di Kontrak Payung dan diperbaharui

berkala bila transaksi melebihi Pagu Sampling Tender,

tujuannya Kontrak/Perjanjian turunan tidak perlu

meminta Jaminan lagi dan mengurangi redundan

proses



Benefit Jangka Pendek

Berdasarkan Pagu Anggaran

dari 10 Pekerjaan tersebut

Rp3.441.000.000,00

Penawaran : 

Rp2.850.810.684,15

Efisiensi Tender Cepat

82,85%



Benefit Jangka Menengah

Harga Satuan dapat digunakan

dalam :

APBD 2021

APBD Perubahan 2021

APBD 2022

APBD Perubahan 2022

Kontrak Terstandar berdasarkan

Tipologi Pengguna



Benefit Jangka Menengah

Harga Satuan dapat digunakan

dalam :

APBD 2021

APBD Perubahan 2021

APBD 2022

APBD Perubahan 2022

Kontrak Terstandar berdasarkan

Tipologi Pengguna



Benefit Jangka Menengah

Harga Satuan dapat digunakan

dalam :

APBD 2021

APBD Perubahan 2021

APBD 2022

APBD Perubahan 2022

Kontrak Terstandar berdasarkan

Tipologi Pengguna



Benefit Jangka Menengah

Harga Satuan dapat digunakan

dalam :

APBD 2021

APBD Perubahan 2021

APBD 2022

APBD Perubahan 2022

Kontrak Terstandar berdasarkan

Tipologi Pengguna3 Langkah Mudah Pemesanan

Tambahan Untuk jasa

kebersihan yang belum dapat

ditentukan volume dan/atau

waktu pengirimannya pada 

saat Kontrak ditandatangani.



Benefit Jangka Menengah

Harga Satuan dapat digunakan

dalam :

APBD 2021

APBD Perubahan 2021

APBD 2022

APBD Perubahan 2022

Kontrak Terstandar berdasarkan

Tipologi Pengguna

Langkah 1 :

Identifikasi Kebutuhan

Misalkan :

Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kab. Kutai 

Barat akan berkontrak Jasa 

Kebersihan Kantor selama 4 

bulan saat APBDP 2021



Benefit Jangka Menengah

Harga Satuan dapat digunakan

dalam :

APBD 2021

APBD Perubahan 2021

APBD 2022

APBD Perubahan 2022

Kontrak Terstandar berdasarkan

Tipologi Pengguna

Langkah 1 :

Identifikasi Kebutuhan

Misalkan :

Selama 4 Bulan APBDP 2021 Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Kutai Barat Luas Wilayah 

Gedung dan Taman adalah 3.000 m2 

Dengan total Pekerja 5 Orang



Benefit Jangka Menengah

Harga Satuan dapat digunakan

dalam :

APBD 2021

APBD Perubahan 2021

APBD 2022

APBD Perubahan 2022

Kontrak Terstandar berdasarkan

Tipologi Pengguna

Langkah 1 :

Identifikasi Kebutuhan

Spesifikasi sudah jelas menjadi Tipe

B!!!!

HPS tinggal susun berdasarkan

Kontrak Payung



Benefit Jangka Menengah

Harga Satuan dapat digunakan

dalam :

APBD 2021

APBD Perubahan 2021

APBD 2022

APBD Perubahan 2022

Kontrak Terstandar berdasarkan

Tipologi Pengguna

Langkah 2 :

Persiapan Pengadaan :

Spesifikasi Clear

Rancangan Kontrak Clear

RAB & HPS :

Total 

Pekerja

Durasi 

Kerja 

(Bulan)

Luas 

Wilayah 

Pekerja

an 

(meter 

persegi)

Volume Satuan

5 4 3.000 60.000 

5 pekerja/4 

bulan/3000 meter 

persegi



Benefit Jangka Menengah

Harga Satuan dapat digunakan

dalam :

APBD 2021

APBD Perubahan 2021

APBD 2022

APBD Perubahan 2022

Kontrak Terstandar berdasarkan

Tipologi Pengguna

Langkah 2 :

RAB & HPS :
Total 

Pekerja

Durasi 

Kerja 

(Bulan)

Luas Wilayah 

Pekerjaan 

(meter persegi)

Volume Satuan

5 4 3.000 60.000 
5 pekerja/4 bulan/3000 

meter persegi

Uraian Pekerjaan

Jenis Tipe 

Kontrak 

Payung

Volume  

Keluaran
Satuan Harga Satuan Sub-Total

Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

Kab. Kutai Barat akan 

berkontrak Jasa 

Kebersihan Kantor 

selama 4 bulan saat 

APBDP 2021

Tipe B
60.000 

5 pekerja/4 

bulan/3000 meter 

persegi
895,10 53.706.000 

Nilai Pekerjaan Kontrak
53.706.000 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%
5.370.600 

Total Nilai Kontrak
59.076.600 



Benefit Jangka Menengah

Harga Satuan dapat digunakan

dalam :

APBD 2021

APBD Perubahan 2021

APBD 2022

APBD Perubahan 2022

Kontrak Terstandar berdasarkan

Tipologi Pengguna

Langkah 3 :

Pengendalian Kontrak

Level PPK Konsolidator :



Benefit Jangka Menengah

Harga Satuan dapat digunakan

dalam :

APBD 2021

APBD Perubahan 2021

APBD 2022

APBD Perubahan 2022

Kontrak Terstandar berdasarkan

Tipologi Pengguna

Langkah 3 :

Pengendalian Kontrak

Level PPK Pengguna Jasa :



Benefit Jangka Menengah
• Kualitas terstandar

• Performa dimitigasi terjaga karena Jaminan diatur dalam ketentuan Kontrak

Payung Berkaitan dengan Jaminan Pelaksanaan telah di Payungi dalam Kontrak

Payung, berupa Dokumen Jaminan Pelaksanaan PT. XXXXXXX yang diterbitkan

oleh PENJAMIN Nomor XXXXXX ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2021 di 

Balikpapan dengan Nilai 5% dari PAGU ANGGARAN dan dalam batas masa 

berlaku selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender, efektif berlaku mulai dari

tanggal 01 Januari 2021 hingga 31 Desember 2022 dengan sifat Unconditional 

dengan ketentuan apabila akumulasi jumlah kontrak/perjanjian mengacu Kontrak

Payung ini oleh Pengguna Jasa melebihi nilai Pagu semula Rp 3.441.000.000 

(Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah) maka PIHAK KEDUA 

Perlu memperbaharui Nilai Jaminan Pelaksanaan dengan Nominal menyesuaikan

dengan pertimbangan PIHAK KESATU



Benefit Jangka Menengah
• Pemberian Penilaian Kinerja dan Pengendalian Kontrak berbasis elektronik dari

Penyedia (fasilitas)



Benefit Jangka Menengah
• Pemberian Penilaian Kinerja dan Pengendalian Kontrak berbasis elektronik dari

Penyedia (fasilitas)



Benefit Jangka Menengah
• Pemberian Penilaian Kinerja dan Pengendalian Kontrak berbasis elektronik dari

Penyedia (fasilitas)



Benefit Jangka Menengah
• Pemberian Penilaian Kinerja dan Pengendalian Kontrak berbasis elektronik dari

Penyedia (fasilitas)



Benefit Jangka Menengah
• Pemberian Penilaian Kinerja dan Pengendalian Kontrak berbasis elektronik dari

Penyedia (fasilitas)



Dasar Hukum

Penjelasan singkat Dasar Hukum 
yang digunakan

Konsolidasi

Pelaksanaan Strategi Pengadaan untuk
Standarisasi Jasa Kebersihan dengan

Tipologi menggunakan Interpretasi dan 
Penalaran Perpres 16/2018

Mekanisme Kontrak

Kontrak Payung, Kontrak/Perjanjian
Pengguna Jasa, Proses Bisnis, dan 

Pengendalian Kontrak

001 002 003
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1.Jangan Sibuk Pengadaan hanya di Proses Pemilihan, tekankan

Optimalisasi dengan Penciptaan Nilai (Value Creation) !

2. Konfigurasi dalam Kontrak Payung yang digunakan adalah :

• Satu Penyedia

• Dengan Lebih dari satu/Multi Pengguna yang proses 

tender nya di simplifikasi berdasarkan sampling 

kepastian pengguna yang ada yang berupa 10 Pekerjaan

untuk di proses jadi 6 (enam) Tipologi transaksi

• Berfungsi menambahkan kemudahan transaksi bagi

seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kab. Kutai Barat yang waktu Pemesanannya sebagian

Kecil telah diketahui, namun lebih banyak/dominan

yang belum diketahui dan dapat muncul sewaktu-waktu

pada :

• APBD 2021

• APBD-Perubahan 2021

• APBD 2022

• APBD-Perubahan 2022

Kesimpulan

Buku Informasi SKJ Jenis Kompetensi Mengelola
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4, LKPP



Kesimpulan (2)
Pembentukan UKPBJ memperluas fungsi ULP 

secara sepenuhnya dengan seluruh fungsi

UKPBJ pada Bagian PBJ Kab. Kutai Barat

Peran UKPBJ

Dilakukan terpusat secara elektronik pada 2 tingkatan

Monev Kinerja

Melakukan konsolidasi tidak hanya berdasarkan

masukan dari forum-forum namun juga 

berdasarkan pantauan dari RUP

Konsolidasi

Dalam hal terdapat potensi konsolidasi

dilakukan, maka dilakukan koordinasi untuk

melaksanakan Konsolidasi tahap Pemilihan

Upaya Proaktif

Jasa Kebersihan yang 

Semula terpisah OPD

IMPLEMENTASI KONTRAK PAYUNG 2021-

2022 Seluruh Aset Bangunan Pemda Kab. 

Kutai Barat

Harga terstandar dan 

menekan efisiensi

hingga minimal -

17,15%

(belum termasuk

pemesanan dimasa

mendatang)

Berlaku 2021 dan 

2022!!!

Tidak sibuk pemilihan

penyedia
Contoh : UKPBJ Kementerian X melakukan

Konsolidasi serupa pada standar beberapa

Kanwil di tiap Provinsi

Potensi Replikasi

Mereplikasi pendampingan oleh LKPP pada tingkat

Perangkat Daerah berdasarkan forum-forum yang ada

mulai dapat diidentifikasi strategi Pengadaan tiap

Perangkat Daerah

Fungsi Kelembagaan UKPBJ



Terima Kasih
http://www.mudjisantosa.net/

https://mudjisantosa.com/

https://christiangamas.net/



REFERENSI SLIDE INI

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Tender Konsolidasi : Belanja Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Bupati dan 

ATJ,Belanja Pemeliharaan Aset Tetap - Belanja Pemeliharaan Taman Kantor Bupati dan Balai Agung ATJ : 
https://lpse.kutaibaratkab.go.id/eproc4/lelang/2704249/pengumumanlelang

3. Tender Cepat Konsolidasi Kontrak PayungTender Konsolidasi Kontrak Payung Bersyarat 2021-2022 Jasa Kebersihan
Seluruh Bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dengan Permulaan Pada : 1. Pemeliharaan Gedung Kantor 
(cleaning Service) dan Pertamanan pada Kantor Bupati , Balai Agung ATJ, Rumjab KDH, WKDH, Sekda, Gedung PKK, 
Alun-Alun ITHO di Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat 2. Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Badan 
Pendapatan Daerah 3. Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) di RSUD Harapan Insan Sendawar : 
https://lpse.kutaibaratkab.go.id/eproc4/lelang/3229249/pengumumanlelang

4. Konsolidasi Pengadaan : https://christiangamas.net/konsolidasi-pengadaan/
5. Cara melakukan konsolidasi Pemilihan Penyedia dari 2 Paket Pengadaan (atau lebih) : 

https://christiangamas.net/cara-melakukan-konsolidasi-pemilihan-penyedia-dari-2-paket-pengadaan-atau-lebih/
6. Excellence in Public Sector Procurement by Stuart Emmett , Paul Wright 
7. Buku Informasi SKJ Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4, LKPP

https://lpse.kutaibaratkab.go.id/eproc4/lelang/2704249/pengumumanlelang
https://christiangamas.net/konsolidasi-pengadaan/
https://christiangamas.net/cara-melakukan-konsolidasi-pemilihan-penyedia-dari-2-paket-pengadaan-atau-lebih/

